Paradigma Pendidikan IPS

(’EJ' ntuk mendapatlan gambaran vang utoh tentang paradigma pendidikan
lmu Pengetahvan Sosial (IPS) serta uniuk memudablzan Anda dalam
memahan materi tersebut, penulis ingin mengajak Anda untuk mendapatkan
penjelasan tentang (1) perkembangan masyarakat [ndonesia, dan (2) orientast
studi sosial dan Pendidikan IPS. Pemahaman tentang kedua hal tersebut
sangat penting bag: kita votuk memberikan dasar pemahaman tentang apa
dan mengapa reorientasi pendidikan IPS di Indonesia. Pemahaman tentang
perkembangan masyarakat Indonesia di masa lalu diharaplkan dapat membern:
landasan kontekstual tentang pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Pada
bagian 1m akan bersama-sama menyimak hal-hal yang terkait dengan
interaksi perkembangan ilmu pengetahuwan dan perkembangan masyarakat
Indonesia dalam konteks kecenderungan kehidupan global. Ih samping itu,
manfaat lain yang dapat lata peroleh adalah kita akan menuliki gambaran
tentang geralan demokratisasi yang semakin menduma.

A. PERKEMBANGAN MASYARAEKAT INDONESIA

Pembahasan tentang pendidikan IPS tidak bisa dilepaskan dan interaksi
fungsional perkembangan masyarakat Indonesia dengan sistem dan praksis
pendidikannya. Yang dimaksud dengan imnteraks: fungsional di s adalah
bagaimana perkembangan masyarakat mengimplikasi terhadap tubuh
pengetalman pendidikan IPS, dan sebaliknya bagaimana tubuh pengetahunan
pendidikan IPS furnt memfasilitasi pengembangan aktor sosial dan warga
negara yang cerdas dan baik, yang pada gilrannya dapat memberikan
kontribusi vang bermalma terhadap perkembangan masvyarakat Indonesia.
Dalam mengkaji perubahan dalam masyarakat, perlu diawali dengan postulat
vang telah diterima secara vmum, bahwa dalam kehidupan ini perubahan
merupakan suato keniscayaan karena tidak ada yvang tetap kecuali perubahan.
Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan
mizcaya terjadi secara terns-menerus. Proses perubahan yang dimalsud
dalam pembahasan 1m adalah berbagai aspek perubahan vang
berkaitan erat langsung atap tak langsung dengan pemukiran sikap, dan



tindakan mamusia dalam lingkup global yang memberni konteks terhadap
pemikiran sikap, dan tindakan manusia Indonesia.

Sebagaimana dapat disimak dari berbagai sumber kepustakaan dan
informasi aktoal, dewasa ini masyarakat duma ditengarai oleh berbagai gejala
vang menunjuklkan sedang terjadinya krisis yang menyeluruh. Keseluruhan
krisis itu, seperti dicontohkan oleh Capra (1998:11) berupa: “...angka inflasi
vang finggi dan pengangguran krisis energi knisis penanganan kesehatan
polusi dan kerusakan lingkungan maraknya kejahatan dan lrimunalitas™,
diteorikan sebagai sisi-sisi dan svate knisis vang sama, vakm “lorisis
persepsi’. Hal ini terjadi, demukian ditegaskannya sebagai akibat dan
penerapan konsep-konsep dan . pandangan dumia yang sudah usang-
pandangan duonia mekamstis sains Cartesian dan Newtonian kepada realitas
vang memang sudah tidak dapat lagi dipahamu dalam konsep-konsep i
Dikatakan lebih lanjut bahwa “Sekarang kita hidup dalam dunia yang saling
berthubungan secara global, di mana fenomena-fenomena biologis, fisik,
sosial mavpun lingkungan saling ketergantungan. Untuk menjelaskan dunia
mi secara memadai kita memerlukan sebuah perspektif ekologis, yang tidak
ditemukan dalam pandangan duma Cartesian” Oleh karena itu, menurut
Capra (1998:1) diperlukan adanya .. paradigma baru visi bamu tentang
realitas; perubahan yang mendasar pada penukiran. persepsi, dan mlai yang
kita milika [vakmi].. pergeseran dan konsepsi mekanistis kepada konsepsi
realitas vang holistik”.

Untuk memahanu semua gejala krisis dalam konteks kehidupan global
vang sistemuik, diperlukan cara pandang yvang uiuh dan menyeluruh yang oleh
Capra (1998:11) disebut sebagai cara memandang situasi .. .dalam konteks
evolusi budaya manusia”. Dengan memyjuk pada teori pervbahan “tantangan
dan tanggapan” (challenge and response) dan Toynbee, yang pada dasarnya
meneorikan “Tantangan dan lingkungan alam dan sosial memancing
tanggapan kreatif dari swatu masyarakat, atan kelompok sosial, yang
mendorong masyarakat ituw uvatuk memasula proses peradaban, Capra
(1998:13-17) mengemukakan adanya “Irama berulang dalam pertumbuhan
budaya”, yang pada dasarnya mempakan siklus mteraktif antara dua keluatan
yvang saling mempengaruhi yang ia ambil dani filsafat Cina, vakm “yin”
sebagai lambang dan “kepasifan” dan “yang” sebagai lambang dan
“keaktifan”. Dua kelmatan ini, demulian lebih lanjut ditegaskan oleh Capra
(1998:2036) dapat ditafsirkan sebagai kekuvatan “yin™ vyang bersifat
“responsif, konsolidatif, dan kooperatif” atau disebut juga sebaga “ego-




action” yang berkarakter “intwitif, dan kekwatan “vang” yang bersifat agresif.
ekspansif, dan, kompetitif atan disebut juga sebagai ego-action vyang
berkarakter “rasional”. Pemuliran vang responsif konsclidatif kooperatif
dan berkarakter infuitif im cenderung bersifat padu, holistik dan non linear.
Sedanglan penuliran vang agresif ekspansif kompetitif dan berkarakter
rasional cenderung bersifat linear, terfolus, dan analitis, serta terpotong-
potong. Ataun dengan kata lain Capra (1998:29) menyimpulkan bahwa
“pengetahnan rasional” yang dilambanglkan dengan kekuatan “yang” itu
melahirkan aktivitas yang terpusat pada dini, sedang “keanfan intwtif” yang
dilambangkan dengan kelmatan “wvin” melahirkan aktivitas ekologis atawn
sadar hinglkungan.

Memjuk pada pandangan Capra (1999) tersebut di atas, dapatlah
ditafsirkan bahwa tidak berarti bahwa kita hams meninggalkan paradigma
berpikir ilopuah sehingga kata tidak lagi agresif ekspansif dan kompetitif.
Alkan tetapi, kita juga perlu secara proporsional menggunakan paradigma
berwawasan imfwitif yang bersifat sintesis, sadar linglmngan dan holistik
sehingga ada interaksi yang harmonis anfara kelmatan rasionalitas dan
mfmtif Dengan cara itu, memunglkinkan kita dapat mepnulih dengan tepat.
vnfuk hal apa dan kapan seharusnya menggunakan paradigma berpikir
rasional. dan untuk hal apa dan kapan sehamsnya menggunakan paradigma
kearifan intwisi. Yang patut dicatat adalah bahwa dalam kehidupan 1 selalu
terdapat saling ketergantungan di mana satu perscalan yang tumbul tidallah
mungkin berdiri sendiri. Karena ifu, cara pandang yang bersifat holistik
seyogianya menjadi pola dasar dalam berpikir, bersikap, dan berbuat.
Demikian juga dalam menyimak dan menyikapi berbagai kecenderungan
dalam masyarakat Indonesia dalam konteks kecenderungan masyarakat
global.

Dalam memasula abad ke-21 awal milenium ketiga, Indonesia yang dulu
oleh pemerintah Orde Baru dicanangkan sudah bisa tinggal landas, secara
mengejutkan  justru mengalanu  krisis dalam  hampir selwoh  aspek
kehidupannya. Dimulai dengan krisis moneter pada pertengahan tahmn 1997,
ternyata berlanjut ke krisis kepercayaan, knisis ekonomi, krisis politik yang
berujung dengan berhentinya Presiden Soeharto dan tampilnya Walal
Presiden B.J. Habbibie menjadi Presiden BRI ke tiga dengan Kabinet
Feformasi Pembangunan sebagai kelengkapan pemenntahannya Di dalam
era kepemumpinan Presiden B.J. Habbibie, walaupun berbagai upavya telah
mulai dicoba untuk mengatasi berbagai krisis tersebut, ternyata belum dapat



menventuh semuna dimensi knisis tersebut, malahan kemudian berkembang
menjadi krisis sosial-budaya, termasuk di dalamnya krisis pendidikan.

Sampai saat 11, tanda-tanda yang sigmfikan menuju penvyelesaian secara
menyeluruh dan funtas belum cukup menjanjikan karena memang
memerlukan waltu. Harapan yang besar seluruh rakyat Indonesia kemudian
digantongkan pada pemenntahan Indonesia wvang bamm di bawah
kepemumpinan nasional Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan wakal
Presiden Megawati Soekarnoputri yang benar-benar memperoleh legitimasi
MPER. hasil Pemulihan Umnm 7 Jum 1999 yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dan dilanjutkan cleh Presiden Megawati Sukarnoputri
dan Walal Presiden Hamzah Haz. Kim, di bawah kepemimpinan presiden
vang baru Susilo Bambang Yudovono, bangsa Indonesia menanamkan
harapan besar. Namun demikian sitwasi  kehidvpan bermasyarakat.
berbangsa, dan bernegara Indonesia sampai saat i masih tetap dilipoti
ketidakpastian dengan krisis mmltidimensional yang terus berkepanjangan.
Kehidupan politik dengan sistem mmltipartas tampak pench dengan euforia
demokrasi yang salah kaprah temnvyata berujung pada ketidakserasian
hubungan antara lembaga legislatif dan eksekuwtif Keadaan 1w semua
ternyata telah memperparah kehidupan ekonomi yvang juga secara langsung
atau tidak langsung telah memmbulkan dampalk sosial-luliural yvang juga
penuh dengan ketidakpastian.

Dalam situasi seperti ifu, berbagai pertanyaan muncul mengenal prospek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia pada abad le-
21 mendatang dalam konteks berbagai kecenderungan global yang ada
sebagaimana dapat disimak dari prediksi dan pengamatan para ahli. Berkaitan
dengan prospek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Indonesia, “Megatrends Asia” sebagaimana diramalkan oleh Naisbitt
{1996:xviii-xx) perlu dilihat sebagai latar konteks regional, yvang apabila hal
ito benar terjadi, akan mewarnal kehidupan masyarakat-bangsa dan negara
Indonesia di masa mendatang Kedelapan kecenderungan Asia yang
diramalkan akan menguobah dunia ituw adalah perubahan-perubahan dan:
“Negara Bangsa ke Jaringan: Tunftutan Ekspor ke Tuntutan Konsumen:
Pengaruh Barat ke Cara Asia; Kontrol Pemenntah ke Tuntutan Pasar; Desa
ke Metropolitan; Padat Karya ke Teknologi Canggih; Dominasi Kaum Pna
ke Munculnya Kaum Wanita; dan Barat ke Timur™.

Bila ke delapan kecenderungan itu dianalisis dengan cermat, secara
konseptual menyiwatkan bahwa pada masa vyang akan datang ada



kecenderungan bertambah luasnya jaringan kerja sama antarnegara yang
berarti meningkatnya pengertian dan munglin juga konflik kepentingan
antarnegara; peningkatan kegiatan ekonomi vang ditujukan untuk memenuhi
funtutan konsumen yang berarti memingkatnya tuntotan perbaikan kualitas
pelayanan ekonomi; banghinya orang-orang Asia, vang berarti
meningkatnya funtutan pengembangan kepercayaan diri atas dasar
kemampuan, terjadinya perluasan desentralisasi, vang berarti bertambah
lnasoya tuntutan partisipasi warga negara dalam pengambilan dan
pelaksanaan  kepufnsan; meningkatnya  wrbamisasi, yang  berarh
berkembangnya funtutan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan
perluasan lapangan kerja di perkotaan; semakin berkembangnya pemanfaatan
teknologi yang semakin canggih vyang berarfi meningkatnya tfuontutan
perbaikan lmalitas pendidikan dalam berbagai bidang; bertambah luasnya
partisipast wamta dalam berbagai kegiatan, vang berarti memingkatnya
tuntutan pendidikan bagi wanita; dan meluasnya pengaruh penulkiran dan
cara kerja Asia di duma, yang berarti akan semakin terbukanya komumikasi
dan kerja sama antanndividu dan orgamisasi di negara-negara Asia dengan
yvang berada di negara-negara yang ada di belahan bumi lain.

Bila dilihat secara mstrumental sesungguhnya dalam UU  Sistem
Pendidikan Nasional (SPN) No.2/1989 kualitas warga negara Indonesia yang
diharapkan dapat didcembangkan itu telah digarniskan dengan tegas. Dalam
Pasal 4 tentang Tujuan Pendidikan Nasional dikenmkakan bahwa Pendidikan
Nasional berfujuan “.. mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia sewtuhnya, yaifu mammsia yvang beriman dan bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esza dan berbudi lubur, memiliks pengetahnan
dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohami kepribadian yang mantap
dan mandin serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
Eemudian dalam pasal 13 ayat (1) mengenai fungsi Pendidikan Dasar juga
digariskan dengan tegas bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk “...
mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan
keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan
seterusnya...”. Demnkian juga dalam Pasal 15 ayat (1) tentang fungsi
Pendidikan Menengah dinyatakan bahwa pendidikan menengah
diselenggaralan selain sebagai kelanjutan pendidikan dasar juga berfungs:
mntuk “._menyiapkan peseria didik menjadi anggota masvyarakat yang
memiliki  kemampuan mengadakan hubungan fimbal balik dengan
lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan



kemampuan lebth lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tingm”.
Selanjutnya, dalam pasal 16 ayat (1) mengenai fungsi pendidilan tinggi juga
ditetapkan bahwa pendidikan tinggi selain sebagai kelanjutan pendidikan
menengah juga berfungs: “. menvyiapkan peserta didik menjad:i anggota
masyarakat yang memilikn kemampuan akademik dan/atau profesional yang
dapat menerapkan, mengembangkan  danfatau menciptalan ilmp
pengetahuan teknologi, dan/ataw kesenian™. Malah di dalam Tap MPE No.
X/MPE/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
mengenal Agama dan Sosial Budaya dikemmukakan tentang perlu
ditingkatkannya “. kualitas keitmanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, akhlak mulia, serta moral dan etika lnhur masyarakat™.

Yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, dan mempakan masalah
vang cukup pelik dan multidimensional atan bersegi jamak, adalah
bagaimana mewujudkan nilai-nilai instromental tersebut dalam praksis
kehidupan sosial budaya dan pendidikan

Secara khusus, Scedyjarto (1999:12) mempertanyakan mengapa sistem
pendidikan yvang secara filosofis telah sejalan dengan cita-cita pembangunan
bangsa, tetapi dalam kenyataannya belum berhasil melahirkan kinerja sosial
vang secara efekiif dapat mengatasi berbagai krisis. Jawaban vang diajukan
Soedyarto (1999:13-22) adalah bahwa pendidikan yang belum menjadi
proses peradaban, tetapi baru berperan sebagai penyajian pengetahuan; yang
belum berperan efeltif dalam proses sosialisasi dan pembudayaan dalam
rangka proses peradaban; kondisi infrastruktur pendidikan yang belum
mendulkung proses sosialisasi dan pembudayaan; dan proses pembelajaran
vang belum penuh tantangan dan belum didukung oleh .. tersedianya tenaga
kependidikan yang berjiwa pendidik dan profesional. dengan dukungan
sistem evaluasi yang relevan bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan,
nilai, sikap, watak, dan perilalm dari manusia Indonesia yang dicita-citakan™.

Apa yang dikemmulkakan oleh Soedyarto (1999) tersebut memben
gambaran bagaimana tingkat kerumitan perwujudan nilai-nilai instromental
vang mengusung nilai-milai ideal itu di dalam kenyataannya sebagai nilai
praksis. Nilai-milai yang begite baik yang diratkan dalam semmua ketentunan
perundangan khususnya perundangan pendidikan pada dasamya merupalan
penjabaran dari nilai ideal yang terdapat dalam Pembukaan UUD 45, yakm
“...mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kelihatannya antara nilai ideal dan
nilai instrumental sudah cukup koheren Mengapa justru ketika sampai



kepada tataran praksis semua nilai yvang baik itu fidak bisa terwujudkan
sepenuhnya?

Pada tataran ideal milai tersebut, dalam hal im “mencerdaskan kehidupan
bangsa” dengan muatannya nilai-nilai Pancasila, sangat abstrak dan universal
karena itu lebih konstan. Pada tataran instrumental, penjabaran mlai ideal
tersebut relatif lebih mmdah dikendalikan karena bersifat normatif dan
dikerjakan di atas meja para pembuat perundangan atau lembaga burokratis.
Sedanglan mnilai praksis bersifat sangat kompleks karena “Nilai praksis
merupakan interaksi antara nilan instrumental dengan sitwasi konkret pada
tempat tertentu dan sifwasi tertentu. Sifatnya amat dinanus “._dan segi
kandungan milainya, nilai praksis merpakan gelanggang pertarungan antara
idealisme dengan realitas, vang tidak sepenuhnya dapat kita lkmasal”
(Moerdiono, 1995:9). Oleh karena itu, dapat dipahann mengapa milai-nilai
mstrumental tentang kualitas warga negara Indonesia yang baitk yang
tertuang dalam pernndangan pendidikan dan perundangan lainnya belum bisa
diwujudkan secara optimal Salah satu faldor yang sangat berpengaruh
terhadap perwujudan nilai praksis im adalah kondisi objektif manusia dan
lingkungannya, seperti dalam kasus pelaksanaan pendidikan nasional pada
tingkat nukro adalah kondisi objektif dan gwrn, siswa, para admimstrator
persekolahan sarana dan prasarana belajar, serta interaksi antar semma ifo,
yvang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan.

Jika dilihat secara analitik: praksis pendidikan IPS dalam keludupan
masyarakat bangsa negara Indonesia, menunjukkan swpatu bidang
permasalahan yang bersifat utuh, menyeluruh, dan multidimensional. Di sifu
ada kontribusi pengalaman sejarah; kondisi objektif alam sosial, ekonomu
politik,. budaya; dan pengaruh dunia luar sebagair dampak dan kehidupan
vang semakin menduma Oleh karena i, pendekatan yang perlu digunakan
dalam pengkajian pendidikan IPS Indonesia adalah pendekatan holistik, yang
menurut Capra (1998) seperfi dibahas pada awal bagian 1 disebut sebagai
pendekatan yvang menuntut kearifan intuisi dan bersifat ekologis. Tentu saja
kaidah-kaidah keilmuan pada tataran epistemologi hams tetap menjadi
myjukan konseptual. Dengan demuikian kajian pendidikan IPS tidak bisa tidak
hamus merupakan suate kerangka konseptual sistemik ataw infegrated sysfem
of kmowledge, seperti digagaskan oleh Hartoomian (1992) atau synthefic
discipline menurut Somantrn (1998), atau multidimensional menut Cogan
(1998).



B. DINAMIKA GERAKAN DEMOKRATISASI

Hal lain yang mewarnai perkembangan masyarakat dunia saat ini adalah
berkembangnya gerakan demolkratisasi. Sebagai suwatu  sistem  sosial
kenegaraan USIS (1995:6) mengmtisarikan demokrasi sebaga sistem yang
memiliks 11 (sebelas) pilar atav soko gum, valm “Kedaulatan PRakyat.
Pemerintahan Berdasarkan Persefujuan dann yang Diperintah Kelmasaan
Mavyoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Asasi Mannsia, Pemilihan
vang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hulum Proses Hulum yang
Wajar, Pembatasan Pemenmntahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial,
Ekonomui dan Politik, dan Nilai-milai Teleransi, Pragmatisme, Kerja Sama
dan Mufakat”. Di lain pihak, Sanusi (1998:4-12) mengidentifikasi: adanya 10
(sepuloh) pilar demokrasi konstitosional menwrut UUD 19453, yakm:
“Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan
Kecerdasan Demolyasi yang Berkedaunlatan Rakyat, Demolxasi dengan Rule
af Law, Demokrasi dengan Pembagian Kelmasaan Negara, Demokrasi
dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka,
Demokrasi dengan Otonomu Daerah, Demokrasi dengan Kemakmmran, dan
Demolyasi vang Berkeadilan Sosial” (cefak febal dan penulis) Bila
dibandingkan_ sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11
pilar demokrasi vmiversal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi
Indonesia ala Sanusi (1998). Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi
vniversal adalah salah satu pilar demokrasi Indomesia, yakm Demokrasi
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan inilab yang mempakan khasnya
demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kauvm mmuslim
(Elpoisito dan Voh, 1999:28) disebut feodemokrasi, yvalkm demolrasi dalam
konteks kelunasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lamn demokras:
vniversal adalah demokrasi yvang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi
Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa

Huntington (1991) dalam bukunya The Third Wave: Democratization in
the Lafe Iwenfieth Century vang diterjemahkan oleh Marjohan (1995)
menjadi Gelombang Demokrasi Kefiga, membahas bagaimana dimamika
pemikiran dan praksis demokrasi sepanjang sejarah. Dalam mengonsep-
tualisasikan demokrasi Huntington (1991) mengacu pada tradisi pemikiran
demokrasi dari Schumpeter (1942) yang mengajukan “metode demokratis™
dalam arti “.._prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang
di dalamnya individu memperoleh kelmasaan untuk membuat keputusan



melalu perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh spara rakoyat™.
Bertolak dari tradisi tersebut Huntington (1991:5) memberikan batasan
sistem  politik abad ke-20 dimlai demokratis apabila “._para pembuat
keputusan kolektif yang paling kupat dalam sistem itu dipilih melaln
pemilihan vmum yang adil, jujur dan berkala. dan di dalam sistem itm para
calon secara bebas bersaing untuk mempercleh spara dan hampir semma
penduduk leluasa berhak memberikan suara™. Dan definisi ito tampak bahwa
Huntington (1991) menempatkan pemilihan nmum untuk menulih para wakil
rakyat yang akan berperan sebagai kelompok pengambil keputusan tertinggi
sebagal “esensi demokrasi”. Nammwn demukian, hal itu bukanlah segalanya
karena setelah pemilthan uvnmm terbentang funtutan lainnya, yalo
“pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan
kemudian pengonsolidasian sistem yang demokratis” (Huntington 1991:8).
Karena itu, penulihan wmum betkala yang jujur dan adil dianggap sebagai
syarat minimal dari spatu proses demokrasi. Dungatkannya (Huntington
1991:8-12) pula bahwa walavpun pemilihan yang jujur dan adil sudah
terlaksana perlu diantisipasi berbagai hal pusalnya penumpin yang terpilih
iy tidak sungguh-sungguh menjalankzan kelwasaannya dengan baik; adanya
kelemahan dan sistem politik yang demokratis; penyikapan terhadap
demokrasi dan nondemokrasi sebagai dua hal yvang dikotonus atau dua titik
dalam satu kontioum; munculnya. sikap dan rezim nondemokratis yang tidak
mau kompetisi dalam pemilihan nomm.

Dan kapan Huntington (1991:12-28) ditemukan bahwa sesungguhnya
sistem politik yvang demolkratis ifu telah berkembang secara bergelombang
sepanjang sejarah dan bukan hanya ada dalam zaman modern saja. Adapun
vang dimaksud dengan demokrasi modem (Hunfington 1991:13-16),
ditegaskan “._ . bukanlah sekadar demokrasi desa, sulu bangsa, atau negara
kota; demolkrasi modern adalah demolkrasi negara-kebangsaan dan
kemunculannya berkaitan dengan perkembangan negara kebangsaan™.

Secara evolusioner proses demokratisasi di masa modern dikategorikan
ke dalam tiga gelombang, vakm “gelombang panjang demolxatizasi pertama
(1828-1926), vang berakar pada revoluesi prancis; gelombang balik pertama
(1922-1942), vang ditandai adanya kecenderungan demokrasi yvang mengecil
dan munculnya rezim otoniter menjelang Perang Dunia II; gelombang pendek
demokratisasi kedua (1943-1962), yang ditandai dengan munculnya lembaga-
lembaga demokrasi di wilayah pendudukan selwto pada masa Perang Dunia
IT; gelombang balik kedpa (1958-1975), kembali ke otoriterisme. antara lain




di Amerika Latin; dan gelombang demokratisasi ketiga (1974), vang ditandai
dengan mmunculnya rezim-rezim demokratis menggantikan rezim totaliter di
sekitar 30 negara dalam kuren waktu 15-an tahun

Dalam konteks teori Huntington itn (1991:26-27), pada saat im dumia,
termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demoloatisasi ketiga
yvang dimlainya sangat spektakuler karena melanda seluruh penjuru dumia. Ise
demokratisasi vang mencnjol pada gelombang ketiga ini, antara lain:
hubungan tumbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisas:
dan bentuk pemerintahan yang demolratis khususnya yvang berkaitan dengan
kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan
mternasional Selain itu, dapat ditambahlan karena proses demokratisasi im
menyanghut partisipasi warga negara dalam proses politik maka penyiapan
warga negara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung
jawab juga merupakan isu penting dalam proses demckratisasi saat 1.
Sebagaimana divalam bahwa etos demolkrasi sesunggubnya fidaklah
diwariskan, tetapt dipelajan dan dialanu. Oleh karena i, pendidikan IPS
seyogianya menjadi wahana pendidikan demolxas:i dalam arfi yang luas
karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang
demolratis untuk berbagai usia.

Sementara iu, pengembangan masyarakat madani Indonesia sangat erat
kartannya dengan proses demolaatisasi, khususnya dalam rangka perluasan
fungs1 dan optimalisasi peran aktif dan warga negara yvang hams dilakukan
dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat vang benar-benar
demokratis sesuai dengan konteks negaranyva maka tidak dapat dipunglin
betapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi warga negara, yang
memunglinkan setiap warga negara dapat belajar demokrasi melalw praktik
kehidupan vang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis
kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demilian
kualitas berkehidupan democlyasi dalam masyarakat madam Indonesia
semakin lama semakin meningkat.

Implikasi dan pandangan tersebut maka diperlukan pendidikan yang
baik yvang memungkinkan warga negara, mengerfi, menghargai kesempatan
dan tanggung jawabnya sebagai warga negara vang demokratis. Menumit
Gandal dan Finn (19992:3) pendidikan tersebut bukan hanva sekedar
memberikan pengetahunan dan praktik demolkyasi, tetapi juga menghasilkan
warga negara yang berpendirian tegubh mandin, menulika sikap selalo ingin
tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Namun demikian dungatkannya



bahwa pendidikan demokrasi imi jangan hanya dilihat sebagai subjek yang
terisolir vang diajarkan dalam waliv terjadwal vang cenderung diabaikan
lag:, tetapt harus dikaitkan dengan banyak hal vang dipelajari siswa, mungkin
dalam pelajaran sejarah kewarganegaraan etika, atau ekonomi, dan lebih
banyak terjadi di lnar sekolah Dengan kata lain pendidikan demokrasi yang
baik adalah bagian dan pendidikan yang baik secara nmum.

Berkenaan dengan hal tersebut, disarankan (Gandal dan Finn 1992:4-5)
perlu dikembangkannya model pendidikan demokrasi berbasis sekolah
(school-based democracy education) paling tidak dalam empat alternatif
bentuk. Pertama, perhatian yang cermat diberikan pada landasan dan bentuk-
bentuk demockrasi Kedua, adanva kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa
wnfuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemabkan ke
dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praltik di berbagai belahan bunu
dalam berbagai kurun wakiv. Dengan demikian siswa akan mengetahui dan
memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbaga konteks
mang dan wakin. Kefiga, adanya kurkulum vang memmungkinkan siswa dapat
mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab
persoalan apakah kelmatan dan kelemahan demokrasi vang diterapkan di
negaranya dalam berbagai kurmun wakin. Keempai, tersedianya kesempatan
bagi siswa vntuk memahani kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-
negara di dumia sehingga para siswa memilily wawasan yvang luas tentang
aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

C. PARADIGMA PENDIDIKAN IPS DALAM KONTEEKS
INDONESIA

Perkembangan studi sosial sebagal suatu bidang kajian telah dibahas
pada Kegiatan Belajar 1. Perkembangan tersebut melukiskan bagaimana studi
sos1al pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontolog: dan suatu sistem
pengetahuan vang terpadu, yvang secara epistemologis telah mengarungi suatu
perjalanan pemikiran dalam lmmun waktu 60 tahun lebih vang dimotori dan
diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935, Pemularan tersebut secara tersurat dan
tersirat merentang dalam svatu kontinom gagasan “social studies”™ Edgar
Bruce Wesley (1935) sampai ke gagasan studi sosial terbaru dari NCSS
(1994). Selanjutnya, pada Kegiatan Belajar 2 1mi kita akan mencurahkan
perhatian untuk membahas mengenai pendidikan Ilmu Pengetahman Sosial
(IPS) di Indonesia.



Pemuliran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia, banyak
dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat yang kita anggap
sebagai zalah satu negara yang menuliki pengalaman panjang dan reputasi
akademus yang sigmifikan dalam bidang 1tu. Reputasi tersebut tampak dalam
perkembangan pemukiran mengenai bidang itu, seperti dapat disimak dari
berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh Natfional
Council for the Social Studies (NCSS) sejak pertemman organisasi tersebut
vntuk pertama kalinya tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang.

Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS
di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena duva
alasan. Pertama di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang
pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh NCSS atan SSEC. Lembaga
serupa vang dumiliki Indonesia, yalmi HISPIPSI (Himpunan Sarjana
pendidikan IPS Indonesia) wsianya masibh sangat mmda dan produktivitas
akademisnya masih belum optimal karena masih terbatas pada pertemmuan
tahunan dan kommunikasi antaranggota secara imsidental Kedua
perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagan ontologi ilmu
pendidikan (disiplin) IPS sampai saat im sangat tergantung pada penulkiran
mdividual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental wntuk
mengembangkan perangkat kuerikulum IPS melaloi Pusat Pengembangan
Kunlmlum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (Puskur). Pengaruh
akadenus dan komumtas ilmiah bidang imi terhadap pengembangan IPS
tersebut sangatlah terbatas. sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang
kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut. Jadi, sangat jauh
berbeda dengan peranan dan kontribusi Social Studies Cwrriculum Task
Force-nya NCS5, atau SSEC di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendididan IPS di
Indonesia akan ditelusuri dari alur pervbahan kurikolum IPS dalam duma
persekolahan dikaitkan dengan beberapa confents pertemman ilmiah dan
penelitian yang relevan dalam bidang ifu, yang secara sporadis dapat
dijangkaun oleh penulis.

Istilah IPS (Ilom Pengetahuan Sosial), sejanh vang dapat penulis telusuri,
votuk pertama kalinya muncul dalam Semunar Nasional tentang Civic
Education tahun 1972 di Tawangmangu Sclo. Menuwmit Laporan Seminar
tersebut, (Pamitia Seminar Nasional Civic Education, 1972:2, dalam
Winataputra, 1978:42) ada tiga istilah vang muncul dan digunakan secara
bertukar-pakai (inferchangeable), yakn “pengetahuvan sosial, studi sosial. dan



1lmu pengetahuan sosial” yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah
sosial yvang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan
interdisipliner dan berfujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahanu
siswa. Dengan demikian para siswa akan dapat menghadaps dan
memecahkan masalah sosial sehan-hari Pada saat itu, konsep IPS tersebut
belum masuk ke dalam kunkulum sekolah, tetapt baru dalam wacana
akademus yang muncul dalam semunar tersebut. Kemunculan 1stilah tersebut
bersamaan dengan munculnya istilah [PA (llmop Pengetahvan Alam) dalam
wacana akadenus pendidikan Samns. Pengertian IPS yang disepakati dalam
Seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan
pemikiran tentang pendidikan IP5. Berbeda dengan pemunculan pengertian
studi sosial dan Edgar Bruce Wesley dalam pertemuan pertama NCSS tahun
1937 vang segera dapat respons akademus secara meluas dan melahirkan
kontroversi akadennk pemunculan pengertian IPS dengan mudah diterima
dengan sedikit komentar.

Konsep IPS uniuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan
terjadi pada tahun 1972-1973, yakm dalam Kunkulum Proyek Penntis
Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandunz. Hal im terjadi karena
barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi penukir dalam Semunar
Civic Education di Tawangmanguo itu, seperti Achmad Samusi, Numan
Somantri, Achmad Kosasith Djahiri, dan Dedih Svwardi berasal dan IKIP
Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP FEIP Bandung berperan
sebagal anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum 5D 8
tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial”
sebagal mata pelajaran sosial terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya
mengisyaratkan adanya pengaruh dan konsep pengajaran sosial yang
walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam lwrikulum SD tahun
1968. Dalam Kurikmlum tersebut, digunakan istilah Pendidikan Kewargaan
Negara yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia,
dan Civics yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan WNegara. Oleh
karena itu, dalam kunkulum SD PPSP tersebut konsep IPS diartikan sama
dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Penggunaan istilah studi sosial
nampalnya dipengarnhi oleh penukiran atan penafsiran Achmad Sanusi yang
pada tabun 1972 menerbitkan sebuah manuskrp berjudul “Studi Sosial:
Pengantar Menoju Sekolah Komprehensif® yang i1sinya diwarnai oleh
pemikiran Leonard Kenworthy (1970) dengan bulunya “Teaching Social
Studies™.



Sedangkan dalam Kurikuvlum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan tiga
istilah yakem (1) Stodi Sosial sebagai mata pelajaran nti untuk semma siswa
dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran sosial yang terdini atas
geografi, sejarah dan ekonomi sebagai mata pelajaran major pada jurusan
IPS; (2) Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti bagi
semua jurnsan; dan (3) Civics dan Hukum sebagai mata pelajaran major pada
jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung. 1973a, 1973h).

Kunkulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam
perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, wakmi masulmya
kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kunlmlom sekolah Pada tahap
mi. konsep pendidikan IPS diwuudkan dalam tiga benfuk, yalm
(1) pendidikan IPS tenntegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan
Negara/Stmdi1 Sosial, (2) pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya
digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah
dan ekonomu; dan (3) pendidikan kewarganegaraan sebagai spatu bentuk
pendidikan IPS khusus, vang dalam konsep tradisi “social sfudies” termasuk
tradisi cifizenship fransmission (Barr, dan kawan-kawan: 1978).

Konsep pendidikan IPS tersebut kenmdian member: inspirasi terhadap
Kunlulom 1975, vang memang dalam banyak hal mengadopsi inovast yang
dicoba melalm Kurikmlum PPSP. D1 dalam Kenkulum 1975 pendidikan IPS
menampilkan empat profil, valm: (1) Pendidikan Moral Pancasila
menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu  bentuk
pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi cifizenship transmission; (2)
pendidikan IPS terpadu uniuk Sekolah Dasar; (3) pendidikan IPS
terkonfederasi untuk SMP yvang menempatkan IPS sebagai konsep payung
vang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi koperasi; dan
(4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencalup mata pelajaran sejarah,
geografi, dan ekonomu untuk SMA, atan sejarah dan geopgrafi untuk SPG
(Dep. P dan K, 1975a; 1975b, 1975¢; dan 1976). Konsep pendidikan IPS
seperti 1tu, tetap dipertahanlan dalam Kurikulum 1984, yvang memang secara
konseptoal mempakan  penyempurnaan dan  Kuorkulum 1975
Penyempurnaan yang dilalukan khususnya dalam aktuwalisasi materi yang
disesvaikan dengan perkembangan barmu dalam masing-masing disipling
seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
sebagai mater1 pokok Pendidikan Moral Pancasila. Sedang konsep
pendidikan IPS ito sendiri tidak mengalami perubahan vang mendasar.



Dengan berlakunya Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS mmncul dua bahan kajian
kurikuler pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan Kenmdian
ketika ditetapkannya kurikulum 1994 menggantikan konlmlum 19584, kedua
bahan kajian tersebut dilembagakan menjadi satu pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara konseptual mata pelajaran
un masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadahi
tradisi cifizenship fransmission dengan muatan utama buotu-butir milai
Pancasila yang diorgamisasikan dengan menggunalan pendekatan spiral of
concept development ala Taba (Taba: 1967) dan expanding environment
approach” ala Hanna (Dufty: 1970) dengan bertitik tolak dan masing-masing
sila Pancasila.

Di dalam EKwikmlom 1994 mata pelajaran PPEn merupakan mata
pelajaran sosial khusus yang wajib dikuti cleh semma siswa setiap jenjang
pendidikan (SD, SLTP, SMLU). Sedangkan mata pelajaran IPS divujudkan
dalam: perfama, pendidikan [PS terpadu di SD kelas II s/d kelas VI; kedua,
pendidikan IPS tetkonfederasi di SLTP yang mencalup materi geografi
sejarah, dan ekonomu koperasi, dan kefiga, pendidikan IPS terpisah-pisah
yvang mirip dengan tradisi in social studies taught as social science menurut
Barr dan kawan-kawan (1978). D1 SMU 1m, bidang pendidikan IPS terpisah-
pisah terdin atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas
I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sosiologi di kelas II;
Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonoma, Sosiologi, Tata
Negara, dan Antropologi di kelas ITI program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran sosial memiliki tojuan yang
bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan
wnfuk “.. menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa
lampau hingga masa kini. menumbuhlkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air
serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan
hmbungan masyarakat antarbangsa di duma™ (Depdidibud, 1993: 23-24)
Dimenst tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan
kewarganegaraan atau tradisi “cifizenship fransmission” (Barr, dan kawan-
kawan: 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk  memberikan
pengetahuan konsep-konsep dan teon sederhana dan menerapkannya dalam
pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara krnifis dan
objektif (Depdikbud, 1993: 29). Sedang untuk Program IPS mata pelajaran
Ekonomi ini bertujuan untuk . memberikan bekal kepada siswa mengenal



beberapa konsep dan teori ekonomu sederhana untuk menjelaskan fakta
peristiwa, dan masalah ekononu yang dihadapi™ (Depdikbud, 1993: 29). Dan
mmusan tujuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa fujuan pendidikan ekonomi
di SMU, baik uvntuk program umom maupun untuk program IPS
menpgisyaratkan diterapkannya tradisi studi sosial yang diajarlan sebagai
ilom sosial (Barr didk. 1978).

Tradisi im tampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi,
Geografi, Tata Negara, Sejarah Budaya, dan Antropologi sebagaimana dapat
dikaji dar masing-masing tojuannya. Mata pelajaran sosiologi memilika
tujuan “._untok memberikan kemampuan memahamu secara kritis berbagai
perscalan dalam kehidopan sehani-hann vang muncul sewring dengan
perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya
ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi
sosial budaya sesuai dengan kedudukan peran, norma, dan milai sosial yang
berlaku di masyarakat™ (Depdikbud, 1993: 30). Sementara itu, mata pelajaran
Geografi memusatkan perhatian pada upaya “..untuk memberikan bekal
kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi
gejala alam dan keludupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul
akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya” (Depdikbud, 1993:
30). Sedangkan mata pelajaran Tata Negara menggariskan tujuan . untuk
meningkatkan kemampuan agar siswa memahanu penvelenggaraan negara
sespai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan
tata kelembagaan negara, tata peradilan. sistem pemerintahan negara EI
maupun negara lain™ (Depdikbud, 1993: 31).

Hal vang juga tampak sejalan terdapat dalam mnmsan fujuan mata
pelajaran  Sejarah Budaya vang mengganskan fojuannya unfuk
“..menanamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budava
masyarakat pada masa lampau, masa kimi, dan masa mendatang sehingga
siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau
dan masa kini” (Depdikbud, 1993: 31). Demilian juga dalam tujuan mata
pelajaran Antropologi vang dengan tegas diorientasilcan pada upaya uotuk
“..memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan
pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehani-hari; menanamban
kesadaran perlunya menghargai milai-nilai budaya spatu bangsa, terutama
bangsa sendin”, dan pada akhimya dimaksudkan juga vatuk “.. menanamkan
kesadaran tentang peranan kebudavaan dalam perkembangan dan



pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap
kehidupan masyarakat™ (Depdikbud, 1993: 33).

Bila disimak dani perkembangan pemikiran pendidikan IPS vyang
teroyjudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an i1
pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, valma:
pertama, pendidikan IPS vyang diajarkan dalam tradisi “citizenship
transmission” dalam beniuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Eewarganegaraan dan Sejarah Nasional; kedua, pendidikan IPS vang
diajarkan dalam tradisi ilmp sosial dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari
SMU. yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Selanjutnya, penelis merasa perle untuk menglkaji lebih jauh bagaimana
perkembangan pemulkiran mengenai pendidikan IPS imi bila dilihat dan
kajian konseptual para pakar Indonesia. Dalam pembahasannya tentang
“Perspelktif Pendidikzan [lmw (Pengetahuan) Sosial”, Achmad Sanusi (1998)
dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenal pendidikan
IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Sanusi
(1998: 222.227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung
menitikberatkan pada pengpasaan hafalan; proses pembelajaran yvang terpusat
pada gum; terjadinya banyak miskonsepsi; sifuasi kesal yang membosankan
siswa; ketidaklebithunggulan gum dan sumber lain; ketidakmmtahiran sumber
belajar yang ada; sistem wujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kogmtif
yvang “mengulit-bawang”; rendahnya rasa percaya dirt siswa sebagai alabat
dari amat lonaknya is1 pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan
dominannya latthan berpikir taraf rendah, gum vang tidak tangguh persepsi
negatif dan prasangka buruk dari masyarakat tethadap kedudukan dan peran
tlmm sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, Sanusi (1998)
merekomendasikan perlunya reonentasi pengembangan yang mencakup
peningkatan mutu SDM dalam hal imi gwu agar lebih mampuo
mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalei variasi interaksi dan
pemanfaatan media dan sumber belajar yvang lebih menantang Bersamaan itu
pula, diperlukan vpaya peningkatan dulungan sarana dan prasarana serta
msentif yang fair. Dalam dimensi konseptual, Sanupsi (1993: 242-247)
menyarankan perlunya batasan yang jelas mengenai fujuan dan contfenis
pendidikan ilom sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di
dalamnya pola pemilihan dan pengorganisasian tema-tema pembelajaran
vang dinilai lebih esensial dan sespar dengan kebutuhan dan tunfutan
perubahan dalam masyarakat.



Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS tampaknya telah berulang
kali dibahas dalam rangkaian pertemmuan ilouah yalni Pertemman HISPIPSI
pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Kommunikasi Pimpman FPIPS di
Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun
1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992 Salah satu mater:
vang selaln menjadi agenda pembahasan adalah mengenai konsep PIPS.
Dalam pertemuan Ujong Pandang tahun 1993, M. Numan Somantni selaku
pakar dan Ketua HISPIPSI (Somantri: 1993) kembali menegaskan adanya
dua versi PIPS sebagaimana dirnmmskan dalam Pertenman Yogyakarta tahun
1991, sebagai berikut.

“Versi PIPS Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah:

PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisir dan disajikan
secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

“Versi PIPS Untuk HIPS dan Jurusan Pendidikan IPS-IKIP:

PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta
kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan
psikologis untuk tujuan pendidikan™

Kelihatannya HISPIPSI ingin mencoba menjernihkan pengertian PIPS
dengan cara menggunakan label yang sama, yakm PIPS tetap:r dengan dua
versi pengertian, yvakmi pengertian PIPS unfuk pendidikan persekolabhan dan
untuk pendidikan tinggi untuk guru IPS di IKTP/STEKIP/FEIP. Dan dua versi
pengertian itu, yang membedakannya penulis pilir, dalam format sistem
pengetahmannya. Untuk dunia persekolahan mempakan penyederhanaan ataun
sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep ilmu-ilmu sosial yang
disederhanakan, sedang untuk pendidikan gum IPS berupa seleksi. Namun,
rasanya perbedaannya fidak begifu jelas, kecvali seperti dikatakan oleh
Somantri (1993: 8) dalam tingkat kesularannya sesuai dengan jenjang
pendidikan itu, yakm di duma persekolahan disesnaikan dengan tingkat
perkembangan anak sedang di perguruan tingg: disesuaikan dengan taraf
pendidikan tinggi. Penjelasan ini menurut penulis terkesan bersifat tautologis.
Kedua vers: pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dalam
Pertemman Terbatas HISPISI di Umiversitas Terbuka, Jakarta tahun 1998
(Somantri, 1998: 5-6), dan disepakati akan menjadi salah sato esensi dan
“position paper” HISPIPSI tentang disiplin PIPS yang akan diajukan kepada
LIPL



Jika dilihat dan pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Numan
Somantni selaln Ketua HISPIPSI (Somantni: 1998) Posifion Paper itu akan
menyajikan penegasan mengenal kedudukan PIPS sebaga synthetic
discipline atan menuwut Hartonian (1992) sebagai infegrated system of
mowledge. Oleh karena itu, PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan
guru IPS, direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu selingga
menjadi Pendidikan Disiplin Ilmun Pengetahuan Sosial disingkat menjadi
PDIPS. Dengan demikian kelihatannya HISPIPSI akan memegang dua
konsep, yakm konsep PIPS untuk dumia persekolahan dan konsep PDIPS
wntuk perguruan  finggl pendidikan guwm IPS. Yang masih  perlo
dikembangkan adalah logika internal atap struktur dari kedva sistem
pengetahuan tersebut. Dengan demikian, masing-masing menuliks jati din
konseptual yvang nmk dan dapat dipahanu lebih jernih.

Tentang kedudulkan PIPS/PDIPS dalam konteks wyang lebth Iuas
tampalmnya culup prospekiif mmusalnya, Dahlan (1997) melihat PIPS sebagai
ppaya strategis pembangunan manusia seutubnya unfuk menghadapi era
globalisasi. Sementara 1o, Tsaun (1997: 1) yang mengutip pemikiran Affian
ketika mengenang tokoh LIPI Profesor Sarwono Prawirchardjo, melihat
peranan PIPS dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahvan dan
teknologi di Indonesia. yang seyogianya memusatkan perhatian pada upaya
pengembangan disiplin yang kuat, ketelunan yang luar biasa, integritas din
vang kuluh wibawa yang mantap, rasa tanggung jawab vang tinggi dan
pengabdian yang dalam.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia
sampai saat im pendidikan IPS terpilah dalam dua arah yaknmi: Pertama,
PIPS untuk duma persekolahan vang pada dasamya mempakan
penyederhanaan dari ilom-1lmm sosial. dan humaniora, yang diorgamisasikan
secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan kedua,
PDIPS uvoiuk perguruan tinggi pendidikan guro IPS yang pada dasamya
mempakan penyelelsian dan pengorgamsasian secara ilniah dan meta psiko-
pedagoms dan ilmu-1lmuo sosial, bumaniora, dan disiplin lain yang relevan,
mntuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS mempakan salah satu
contents dalam PDIPS.

PIPS uvntuk dumia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi
akademuk pedagogis, yakmi: perfama, PIPS dalam tradisi “cifizenship
fransmission” dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Eewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; dan kedua PIPS dalam tradisi “ilom



sosial” (secial science) dalam bentuk mata pelajaran IPS terpadu vatuk SD,
dan mata pelajaran IPS terkonfederasi vatuk SLTP, dan IPS terpisah-pisah
untuk SMU. Kedopa tradisi PIPS tersebut. terikat oleh swatn wvisi
pengembangan manusia Indonesia seniuhnya sebagaimana digariskan dalam
GBHN dan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Perkembangan pemikiran mengenai PIPS im1 amat berpengaruh pada
pemikiran PDIPS di IKTIP/FEKIP/STKIP.

Dalam konteks perkembangan pendidikan studi sosial di Amerika atau
“Pendidikan IP5S™ di Indonesia konsep dan praksis pendidikan demolarasi
vang dikemas sebagai “citizenship education” ataun “Pendidikan
Kewarganegaraan® berkedudukan sebagai salah satn dimensi dan tujuan
contents dan proses studi sosial atau “pendidikan IPS”, ataw dapat juga
dikatalkan bahwa pendidikan demolyasi merupakan salah satu subsistem
dalam sistem pembelajaran studi sosial atau “pendidikan IPS™. Walaupun
demikian, subsistem pendidikan demokras: i sejak awal perkembangannya.
seperti di Amernka sopdah menumukkan kenmiban dan kemandinannya
sebagai program pendidilan yang dimjukan untuk mengembangkan watrga
negara vang cerdas dan baik Subsistem im sejalan dengan perkembangan
konsep dan praksis demokrasi, terus berkembang sebagai suatu bidang kajian
dan program pendidikan yang dikenal dengan cifizenship educafion atav civic
educafion, atan untuk Indonesia dikenal dalam label yang berubah-ubah
mulai dani Civics, Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara,
Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
dan Pendidikan Kewargane garaan.

Jika dikaji dengan cermat dalam konteks perkembangan studi sosial
ternyata pendidikan kewarganegaraan vyang pada dasamvya bernntikan
pengembangan warga mnegara agar mampu hidup secara demokratis
merupakan bagian yang sangat penting dalam studi sosial. Hal ite dapat
disimak sejak studi sosial mula diwacanakan tahun 1937 oleh Edgar Bruce
Wesley, vang defimsinya tentang studi sosial dianggap sebagai pilar
epistemologis pertama, sampai dengan munculoya paradigma studi sosial
dari NCSS tahun 1994, Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa esensi
pendidikan demokrasi sesunggubnya mempakan bagian integral dan studi
sosial.

Bidang kajian dan program pendidikan demokrasi dalam bentuk
kemasan “Cifizenship education” maupun “Civic Education” atau pendidilan
kewarganegaraan ini, kim kelihatan semakin banyak dikembangkan baik di



negara demolkras: yang sudah maju mavpun negara vang sedang merintis atan
meningkatkan diri ke arah 1tu. Hal ito sejalan dengan berkembangnya proses
demokratisasi yang kim telah menjadi gerakan sosial-politik dan sosial-
budaya yang mendumia.

Menyimak perkembangan studi sosial secara vmum dan Pendidikan IPS

di Indonesia sampai saat i1 maka perlu adanya reorientas: pendidikan IPS
sebagai bertkut.

1.

Menegaskan kembali visi pendidikan IPS sebagai program pendidikan
vang menitikberatkan pada pengembangan individu siswa sebaga “aktor
sosial” yang mampu mengambil keputusan yang bernalar dan sebagai
“warga negara yang cerdas, memibiki komitmen bertanggung jawab.
dan partisipatif”.

Menegaskan kembali nmusi pendidikan IPS untuk memanfaatkan konsep,
prinsip dan metode ilmu-ilmu sosial dan bidang keilmupan lain uvntuk
mengembangkan karakter aktor sosial dan warga negara Indonesia yvang
cerdas dan baik.

memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan
kewarganegaraan vang diwadahi oleh mata pelajaran Kewarganegaraan
dan sebagai pendidikan sosial yang diwadahi oleh mata pelajaran IPS
terpadu dan mata pelajaran IPS terpisah.

Menata kembali sarana programatik pendidikan IPS untuk berbagai
jenjang pendidikan (Kurikuvlum Satuan Pelajaran, dan Bulm Teks)
sehingga memunglkinkan tercapainya tujuan pendidilean IPS.

Menata kembali sistem pengadaan dan penyegaran guru pendidikan IPS
sehingga dapat dihasilkan calon gumo dan guru pendidikan IPS vang
profesional



